Judul Produk Pelayanan	: Permohonan Melakukan Kegiatan di Tempat Selain yang Diizinkan dalam Keputusan	Pemberian  Nomor  Pokok  Pengusaha  Barang  Kena  Cukai (NPPBKC)
Nomor KEP			: KEP-233/BC/2024
Nomor Produk			: 014

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
Pelayanan
	Persyaratan Pelayanan:
1.  Pemohon adalah Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) yang menjalankan	kegiatan    sebagai    Pengusaha    Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang telah memiliki NPPBKC.
2. Permohonan melakukan kegiatan di tempat selain yang diizinkan dalam NPPBKC yang paling sedikit memuat:
a.  jenis kegiatan yang akan dilakukan, alamat atau lokasi kegiatan, dan waktu penyelenggaraan kegiatan; dan
b.  surat rekomendasi atau izin dari instansi terkait atau orang	yang         memiliki/menguasai         tempat penyelenggaraan kegiatan.
3.  Pemohon  wajib  mendapatkan  persetujuan  dari  Kepala
Kantor yang mengawasi tempat menjalankan kegiatan.

	2
	Sistem, Mekanisme
Dan Prosedur
	1.   Pemohon menyampaikan permohonan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi yang diajukan beserta lampiran persyaratan.
2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya:
a. Dalam  hal  tidak  lengkap,  mengembalikan  kepada pemohon	dengan    catatan    kekurangan    dokumen persyaratan.
b. Dalam hal lengkap, memberikan tanda terima kepada pemohon.
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan untuk mendapatkan informasi terkait:
a.  lokasi   yang   akan   digunakan   untuk   menjalankan kegiatan di tempat selain yang disebutkan dalam keputusan pemberian NPPBKC;
b.  dapat atau tidaknya dilakukan pengawasan oleh Pejabat
Bea dan Cukai; dan
c.  dapat atau tidaknya dilakukan pengamanan hak-hak negara berupa pungutan cukai dan melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi.
Untuk  mendapatkan  informasi  terkait,  dapat  dilakukan pemeriksaan lokasi.
4.   Dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan lokasi:
a.  Dalam hal tidak memenuhi persyaratan, Pejabat Bea dan
Cukai menyampaikan Surat Penolakan.
b. Dalam  hal  memenuhi  persyaratan,  Pejabat  Bea  dan
Cukai  meneliti  dan  menandatangani  konsep  Surat
Persetujuan.
5.   Dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi, Pejabat Bea dan Cukai	melaksanakan   Pemeriksaan   Lokasi,   selajutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi bersama Pemohon.
6.   Pejabat  Bea  dan  Cukai  menerbitkan  Surat  Persetujuan dalam hal kegiatan yang dimintakan persetujuan:
a.  dilakukan dalam waktu yang terbatas;
b.  telah mendapatkan rekomendasi atau izin dari instansi terkait atau Orang yang memiliki atau menguasai tempat penyelenggaraan kegiatan;












	
	
	c.  dapat  dilakukan  pengawasan  oleh  Pejabat  Bea  dan
Cukai;
d.  dapat  dipenuhi   pengamanan  atas  pungutan  cukai dan/atau kewajiban cukai,
atau dalam hal tidak terpenuhi maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan.
7.   Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Surat Persetujuan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi NPPBKC pemohon.
8.   Pemohon    menerima    Surat    Persetujuan    atau    Surat
Penolakan.

	3
	Jangka Waktu
Penyelesaian
	Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sampai dengan surat persetujuan atau penolakan permohonan.

	4
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5
	Produk Pelayanan
	1.   Surat Persetujuan; atau
2.   Surat Penolakan

	6
	Penanganan
Pengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara
on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html  atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja



